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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan padapenelitian yang telah dilakukan dan hasil yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan 

Cirebon yang terlambat membayar iuran sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku, baik itu denda 

dinonaktifkannya sementara kartu peserta hingga denda yang 

diberlakukan atas keterlambatan peserta. Besaran iuran yang harus di 

bayarkan dengan dibebaskannya peserta memilih kelas-kelas yang 

sudah disediakan sampai tanggal penyetoran iuran yang perlu 

diperhatikan lagi peserta diharuskan tidak terlambat membayar iuran. 

2. Tanggapan peserta BPJS Kesehatan terkait adanya sanksi bagi peserta 

yang terlambat membayar iuran berkaitan dengan efektivitas adanya 

sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran cukup 

memberatkan tetapi jika tidak dibayar secara rutin atau menunggak 

maka BPJS tersebut tidak dapat digunakan untuk berobat sehingga 

peserta wajib membayar iuran ketika ingin tetap dapat digunakan 

untuk berobat atau pelayanan yang darurat sekalipun tetap harus 

dibayar terlebih dahulu tunggakan yang sebelumnya masih belum 

dibayarkan. 

3. Menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah 

terhadap penerapan sanaksi yang diberikan BPJS Kesehatan sudah 

sesuai dengan ketentuan fatwa  di atas. Namun ada satu yang belum 

sesuai ialah bpjs tidak boleh mengenakan sanksi terhadap peserta 

karena alasan operasional, kesulitan keuangan, atau ketidaktahuan 

tetapi pada kenyataannya bpjs tetap memberikan sanksi atas 

keterlambatan pembayaran oleh peserta bpjs kesehatan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang ingin penulis berikan 

ialah saran-saran sebagai berikut: 

1. BPJS menerapkan mekanisme dengan pasti sehingga dapat penerapan 

sanksi akan berjalan jauh lebih baik. 

2. Saran kepada peserta BPJS Kesehatan Cirebon seharusnya lebih teliti 

lagi mengingat tanggal terakhir pembayaran iuran agar tidak terlambat 

karena itu salah satu faktor dari banyaknya peserta yang akhirnya 

menunggak pembayaran dan akan berdampak tidak baik untuk peserta 

BPJS Kesehatan ketika sedang memerlukan pelayanan. 

3. BPJS Kesehatan diharapkan melakukan seluruh kegiatannya atas fatwa 

yang berlaku ialah fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariaah.  
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